BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL 

NOMOR    2Ob    TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM COMMUNITY DEVELOPMENT MENGENTASKAN KEMISKINAN (CD-MK) KABUPATEN BANTUL 

BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menuju desa yang mandiri, perlu peningkatan bantuan keuangan Desa sebagai bagian dari dana alokasi umum yang diterima Pemerintah Kabupaten Bantul;

b. bahwa bantuan keuangan kepada Desa diharapkan mampu mempercepat pengentasan kemiskinan dengan langsung menyentuh kepada kelompok masyarakat bawah di Pedukuhan, maka perlu melaksanakan program pembangunan masyarakat berbasis pedukuhan dalam bentuk Community Development Mengentaskan kemiskinan (CD-MK) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantull tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Community Development Mengentaskan Kemiskinan (CD-MK) Kabupaten Bantul;


	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
4. Peraturan Pemerintah  Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah  Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2001;
7. Peraturan Bupati Bantul no 28 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2006 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2006;



	
	

	MEMUTUSKAN  :



	Menetapkan  :
	PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM COMMUNITY DEVELOPMENT MENGENTASKAN KEMISKINAN (CD-MK) KABUPATEN BANTUL 




BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

3. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Bantul;
4. Camat adalah camat di Kabupaten Bantul;
5. Desa adalah desa di Kabupaten Bantul;

6. Lurah adalah lurah di Kabupaten Bantul;
7. Pedukuhan adalah pedukuhab di Kabupaten Bantul;

8. Dukuh adalah Dukuh di Kabupaten Bantul;

9. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pedukuhan (PPM-BP) atau Community Development Mengentaskan Kemiskinan (CD-MK) adalah suatu program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pedukuhan dengan prinsip melindungi, memperkuat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia berdasarkan pancasila, berpihak kepada rakyat, Mengentaskan Kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi bgian yang tidak terpisahkan dari usaha pembaharuan desa;
10. Kelompok CD-MK atau kelompok pedukuhan (KP) adalah kelompok yang dibentuk untuk keperluan program dan merupakan representasi keluarga miskin di pedukuhan, yang keanggotaannya ditentukan oleh pertemuan forum pedukuhan (rembug pedukuhan;
11. kelompok Pedukuhan adalah kelompok yang akan menerima manfaat program , yang terdiri dari warga di pedukuhan , dimana anggota kelompok ditentukan dan di sepakati melalui rembug pedukuhan.

BAB II

AZAS UMUM PROGRAM

Pasal 2
Pemerintah dan masyarakat daerah berkewajiban atas keberhasilan pelaksanaan program CD-MK dengan dilandasi oleh prinsip pengentasan kemiskinan berbasis pedukuhan.
Pasal 3
Asah, Asih, asuh dalam rangka melindungi, melayani, memperkuat dan meningkatkan fasilitas sumber daya manusia melalui berbagai langkah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap mental dan ketrampilan, mengurangi faktor keterbatasan (limitation), efisiensi dam kontrol.
Pasal 4
Dana, sarana dan prasarana dikelola dengan profesional , transparan , akuntabel, efisien dan efektif dalam rangka penguatan kelompok CD-MK.
Pasal 5
Hasil usaha kelompok yang benar-benar bermanfaat bagi penguatan modal kelompok, asa dan kesejahteraan anggota dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

BAB III
SASARAN DAN BIDANG KEGIATAN

Bagian Kesatu

Sasaran Kegiatan

Pasal 6

(1) Sebagai tahap awal program CD-MK dijalankan di 40(empat puluh)  pedukuhan, yang tersebar di 75(tujuh puluh lima) desa dan 17 (tujuh belas) kecamatan.
(2) Tahap awal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada tahun 2006 dan merupakan periode perintisan dan percontohan (program pioner).

Bagian Kedua
Bidang Kegiatan

Pasal 7

(1) Bidang-bidang kegiatan yang akan dikembangkan oleh kelompok di masing-masing pedukuhan harus benar-benar mencerminkan kemampuan, potensi dan mempunyai prospek untuk dikembangkan di pedukuhan.

(2) Bidang-bidang kegiatan terbuka luas dari kefgiatan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan dan aneka kegiatan rumah tangga yang disesuaikan dengan kebutuhan, potensi dan kemampuan setempat.

(3) Dalam penentuan bidang-bidang kegiatan, fasilitator, terutama fasilitator kabupaten dan kecamatan serta desa memiliki peran besar, terutama dalam memberikan informasi dan mendampingi dalam proses penentuan, yaitu memberikan semangat dan membantu kelompok dalam memahami potensi yang ada.
(4) Dalam program percontohan fasilitasi langsung dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa.
BAB IV

MEKANISME PROGRAM
Pasal 8

Fasilitasi dilaksanakan melalui mekanisme :
a. Bupati membentuk Tim Fasilitator Kabupaten yang berkewajiban memberikan pedoman, bimbingan pelatihan, arahan dan supervise.

b. Tim Fasilitator akan tersusun dalam Tim Fasilitator Kabupaten, Tim Fasilitator kecamatan dan Tim Fasilitator Desa.

c. Lurah mempunyai  tugas  dan tanggung jawab atas pelaksanaan program CD-MK di Desa masing-masing.

d. Dukuh  mempunyai  tugas  membantu Lurah  atas  pelaksanaan program CD-MK.

Pasal 9

Mekanisme program dan pendanaan diatur sebagai berikut :

a. Program dilaksanakan dengan mekanisme :

1. perencanaan program sampai dengan menghasilkan proposal program dilakukan oleh kelompok CD-MK di tingkat pedukuhan melalui rembug pedukuhan;

2. proposal dari kelompok CD-MK diproses dari tingkat desa, kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten dab mendapatkan persetujuan untuk dilaksanakan/dijalankan.

b. Proses pencairan dana dissalurkan kepada kelompok CD-MK.

BAB V

TAHAPAN KEGIATAN

Pasal 10

Proses pembentukan kelompok :

a. kelompok dibentuk melalui proses musyawarah pedukuhan, atau rembug pedukuhan dengan semangat kebersamaan, gotong royong dan solidaritas pedukuhan.

b. Pemerintah desa dan kecamatan berperan terutama untuk memberikan informasi yang akurat dan obyektif mengenai warga miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan dan berpotenssi untuk berkembang.
Pasal 11

Organisasi kelompok disusun dengan prinsip sederhana dan operasional. Struktur organisasi secara prinsip mengikuti kebutuhan setempat. Namun demikian, setidak-tidaknya memuat unsur-unsur berikut :

a. pengurus,kelompok yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi. Adapun seksi-seksi jumlah dan jenis akan ditentukan berdasarkan persoalan yang ada dan jenis usaha yang dijalankan.

b. Anggota, adapun yang menjadi anggota kelompok adalah warga miskin di pedukuhan yang disepakati dalam pertemuan rembug pedukuhan.

c. Pendamping, yang akan menjadi pendamping lapangan ( ditingkat pedukuhan) adalah Dukuh dan pemuka masyarakat yang disepakati.

Pasal 12

Tahapan kegiatan meliputi :

a. Sosialisasi

sosialisasi dimulai setelah persiapan administrasi dan kelembagaan di tingkat Tim Fasilitator kabupaten selesai, dengan melibatkan elemen pemerintah ( kecamatan, desa dan pedukuhan ) . sosialisasi adalah media untuk membangkitkan semangat kerja berbasis prakarsa dengan saling pengertian, serta menjaring berbagai masukan (kritik dan saran) dari masyarakat, untuk dapat menyempurnakan mekanisme program.

b. Persiapan Sosial

Persiapan sosial adalah penyiapan masyarakat, melalui penguatan kelembagaan dan perencanaan yang dilakukan dengan rapat koordinasi, konferensi kerja kecamatan. Proses ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi yang telah dilakukan sebelum membentuk kelompok Cd-MK

c. Pembentukan kelompok CD-MK

Pembentukan kelompok melalui forum Pedukuhan atau rembug pedukuhan, yang diarahkan dapat membentuk kelompok secara demokratis, mufakat dan dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat.

d. Pembekalan dan Pelatihan kelompok CD-MK

Pembekalan dan pelatihan dimaksudkan untuk memberikan kesiapan kepada kelompok. CD-Mk meliputi :
1. pemahaman yang menyeluruh mengenai CD-MK;

2. substansi dan teknis;

3. kemampuan untuk mengorganisir program, terutama untuk menemukan akar permasalahan,pemecahan masalah dan rencana aksi di tingkat pedukuhan;

4. teknik penyusunan proposal secara partisipatif.

e. Penyusunan program kelompok CD-MK

Kelompok Cd-MK membuat rancangan program, berdasarkan kebutuhan dan 

Kemampuan. Selanjutnya rancangan yang telah disusun oleh kelompok CD-MK di bawa ke dalam rembug pedukuhan. Output dari proses penyusunan program adalah program yang akan diajukan kepada pengelola program.

f. Penilaian proposal 
Proposal yang dihasilkan dalam rembug pedukuhan  diberi pengesahan oleh Pemerintah Desa dan kecamatan. Tim Fasilitator menyeleksi, memberikan penilaian terhadap proposal yang mesuk melalui proses dan mekanisme yang telah ditentukan. Penilaian dimaksudkan sebagai bagian dari proses pembelajaran.

g. Penyerahan dana program

Dana program diserahkan kepada Pemerintah Desa selanjutnya akan dicairkan kelompok melalui mekanisme keuangan Desa. Untuk tahun Anggaran 2006 tiap kelompok mendapatkan dana sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
h. Pelaksanaan kegiatan

1. Pelaksanaan kegiatan meliputi :

a) penetapan pelaksana dan lokasi program;

b) penetapan skenario Usaha

2. jenis usaha dan bentuk pengelolaan sepenuhnya disserahkan kepada kelompok [edukuhan yang diputuskan melalui Rembug Pedukuhan. Secara umum , dana program dibagi dalam tiga komponen utama yakni :

a) keperluan sarana (modal tetap 40% (empat puluh per seratus ))

b) keperluan modal kerja (modal tetap 20% (dua puluh per seratus ))

c) keperluan tenaga kerja(upah tenaga kerja 20%(dua puluh perseratus ))

d) toleransi sebesar 10% (sepuluh per seratus )

e) kas desa sebesar 10% (sepuluh per seratus )

Adapun prosentase (pembagian) alokasi dana untuk masing_masing komponen akan ditentukan lebih lanjut dalam Rembug Pedukuhan.rembug anggota profesi.

i. Monitoring dan evaluasi

Kegiatan monitoring berupa pendampingan selama proses pelaksanaan program. Gagasan pendampingan disini adalah untuk memastikan program berjalan, dan disisi lain mampu menggalang sumber daya pendukung lain yang akan meningkatkan kualitas program. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat kualitas program, hambatan dan persoalan-persoalan yang berkembang. Feed back dari kegiatan ke depan kerangka berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi dibedakan dalam tiga tahap, yakni :
1. Monitoring dan evaluasi sebelum proses dilaksanakan untuk menjaring masukan, input, kritik, dan sarana yang dapat memperbaiki rencana operasoinal;

2. Monitoring dan evaluasi dalam proses dilaksanakan untuk menjaring masukan, input dan saran yang dapat memperbaiki proses pelaksanaan;

3. Monitoring dan evaluasi seteleh proses dilakukan untuk memberikan evaluasi lengkap menyeluruh mengenai program sebagai masukan untuk memperbaiki program lanjutan.

Evaluasi program dilakukan pada akhir pelaksanaan dengan metode partisipatif. Metode partisipatif dimaksudkan untuk menjadikan evaluasi sebagai proses belajar kelompok. Evaluasi bukan merupakan suatu penilaian kaku, melainkan proses dimana kelompok dapat memberikan penilaian terhadap apa yang dilakukan, dapat menemukan segi-segi negatif yang harus ditinggalkan, dan segi-segi positif yang harus dipertahankan.
j. Untuk CD-Mk profesional pengkajian dilaksanakan oleh kabupaten dengan tetap minta pendapat dari kecamatan dan desa.

BAB VI 

PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 13

(1) Hasil usaha adalah keuntungan yang diperoleh oleh kelompok selama periode usaha. Yang dimaksudkan dengan keuntungan adalah selisih antara modal kerja dengan hasil penjualan produk. Hasil bersih dibagikan kepada :

a. pengelola program;

b. anggota kelompok.

(2) Besar prosentase, ditentukan melalui musyawarah kelompok. Pembagian ini penting dijelaskan sejak awal, agar dapat menjadi motivasi pengelola program. Adapun modal usaha, tidak dikembalikan kepada program, melainkan akan dikembalikan pada kelompok, menjadi modal penguatan atau sebagai tambahan modal untuk usaha pada tahun berikutnya.

BAB VII
PENDAMPINGAN
Pasal 14

Pendampingan adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa berperan sebagai fasilitator, komunikator, mediator dan dinamisator.
Pasal 15

Tujuan Pendampingan adalah :

a. meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dengan memperkuat kelembagaan kelompok untuk menggerakkan program-porgram pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
b. Menumbuhkan dan meningkatkan usaha produksi sesuai dengan potensi dan kemampuan setempat, sebagai salah satu sumber pendapatan yang berkelanjutan.

c. Membangun hubungan sosial yang demokratis dan modal sosialmelalui proses pengambilan keputusan partisipatif dalam pengelolaan sumber daya lokal atau kelompok dan menumbuhkan semangat gotong royong pada setiap kelompok masyarakat.
Pasal 16

Sasaran pendampingan adalah :

a. tumbuhnya kelompok-kelompok di pedukuhan yang memiliki kesadaran dan kemampuan dalam mengatasi persoalan-persoalan di masyarakat dan menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

b. Tumbuh dan berkembangnya wirausaha di tingkat pedukuhan yang mengembangkan usaha produktif sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

c. Munculnya jenis-jenis usaha baru di masyarakat, sehingga mampu menggerakkan ekonomi rakyat, menambah pendapatan dan meningkatkan daya beli masyarakat.

d. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dengan kesesuaian antara program dengan kebutuhan masyarakat.

e. Terciptanya kewirausahaan antar kelompok masyarakat.

Pasal 17

Tugas pendampingan adalah :

a. Memberikan motifasi kepada kelompok masyarakat untuk secara sukarela terlibat secara aktif dalam program dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan program.

b. Meningkatkan kemampuan kelompok dalam mengelola manajemen organisasi.
c. Meningkatkan kemampuan kelompok dalam pengembangan usaha ekonomi produktif melalui program pelatihan dan pertemuan-pertemuan.

d. Meningkatkan kemampuan kelompok untuk memanfaatkan stimulan program sebagai modal pengembangan sumber daya masyarakat.

e. Meningkatkan kemampuan kelompok untuk mengembangkan jaringan komunitas sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat.

Pasal 18

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan Bupati ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
Pasal 19

Peraturan Bupati ini sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Program CD-MK Tahun Anggaran 2006 dan Tahun anggaran berikutnya sepanjang tidak ditentukan Peraturan Bupati yang baru.
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Ditetapkan di Bantul,

pada tanggal 20 Juli 2006

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor     24a         Tahun 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. GENDUT SUDARTO, KD, BSc, MMA

NIP. 490017858
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